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Abstrak:

Gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh sejak Senin, 10 Mei
2023, telah mengakibatkan dampak serius bagi perekonomian daerah. Masyarakat
Aceh sebagai nasabah BSI mengalami ketidaknyamanan karena tidak dapat
melakukan transaksi dengan lancar, menghambat aktivitas ekonomi. Keberadaan
BSI sebagai bank utama di Aceh menjadi penting bagi aktivitas ekonomi
masyarakat, mendorong tuntutan kepada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi
Qanun LKS dan mencari alternatif transaksi. Manajemen berlandaskan agama
Islam menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan bank syariah di Aceh.
Prinsip transparansi, kepatuhan terhadap syariah, penghargaan terhadap hak-hak
pekerja dan nasabah, serta kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah
aspek penting dalam manajemen bank syariah. Bank syariah dapat menjadi lembaga
keuangan yang berintegritas, berkelanjutan, dan berkontribusi pada kesejahteraan
masyarakat Aceh dan Indonesia. Permasalahan gangguan pelayanan BSI
memberikan tekanan pada Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi dan memperbaiki
sistem perbankan syariah. Evaluasi harus mencakup kompatibilitas antara bank
konvensional dan syariah, pemahaman pandangan masyarakat, dan keterlibatan

berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.
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Abstract:

The disruption of Bank Syariah Indonesia (BSI) services in Aceh since Monday,
May 10 2023, has had a serious impact on the regional economy. The people of
Aceh as BSI customers experience discomfort because they cannot carry out
transactions smoothly, hampering economic activity. The existence of BSI as the
main bank in Aceh is important for the community's economic activities, prompting
demands for the Aceh Government to evaluate the LKS Qanun and look for
alternative transactions. Management based on Islam is the key to resolving sharia
banking problems in Aceh. The principles of transparency, compliance with sharia,
respect for the rights of workers and customers, as well as positive contributions to
economic growth are important aspects in sharia bank management. Sharia banks
can become financial institutions that have integrity, are sustainable, and contribute
to the welfare of the people of Aceh and Indonesia. The problem of disruption to
BSI services is putting pressure on the Aceh Government to evaluate and improve
the sharia banking system. Evaluation must include compatibility between
conventional and sharia banks, understanding community views, and involvement

of various parties in decision making.

Keywords: Service Disruption, Bank Syariah Indonesia, Aceh, Islamic

Management, Evaluation, Economic Sustainability.

. Latar Belakang

Gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di Aceh sejak Senin, 10
Mei 2023 kemarin telah menyebabkan dampak serius bagi perekonomian daerah.

Banyak masyarakat yang selama ini menjadi nasabah bank nasional itu mengeluh
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lantaran tidak dapat melakukan transaksi secara normal dalam beberapa hari

terakhir.

Kejadian ini menjadi latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat Aceh. Sebagai salah satu provinsi yang menerapkan sistem perbankan
syariah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah, Aceh hanya memiliki beberapa bank yang beroperasi di wilayah
tersebut. Salah satunya adalah BSI, yang menjadi bank terbesar di Aceh setelah

bank-bank konvensional keluar dari provinsi tersebut.

Namun, gangguan sistem yang terjadi pada BSI telah mengganggu pelayanan
perbankan di Aceh secara keseluruhan. Masyarakat Aceh yang menjadi nasabah
BSI merasa kecewa dan terganggu karena tidak dapat melakukan transaksi dengan
lancar. Hal ini mempengaruhi aktivitas perekonomian di daerah tersebut, karena
transaksi keuangan menjadi terhambat dan usaha-usaha di Aceh mengalami

kesulitan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saiful Bahri atau Pon Yaya,
mengungkapkan keprihatinannya terhadap gangguan pelayanan BSI ini. Beliau
berharap agar masalah ini segera ditangani dan diselesaikan dengan cepat untuk

menghindari kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat

Aceh.

Dampak buruk yang ditimbulkan oleh gangguan pelayanan BSI juga telah
memicu protes dari sebagian warga Aceh. Masyarakat merasa bahwa keberadaan
BSI sebagai salah satu bank utama di Aceh menjadi penting bagi aktivitas ekonomi
mereka. Oleh karena itu, mereka mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi
kembali Qanun LKS dan memastikan adanya alternatif transaksi yang dapat

diandalkan ketika sistem perbankan mengalami gangguan seperti ini.

Dalam konteks ini, masyarakat Aceh berharap agar Pemerintah Aceh dapat
menangani masalah ini dengan serius. Evaluasi terhadap Qanun LKS dan langkah-

langkah untuk memperbaiki sistem perbankan di Aceh menjadi penting agar
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kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Masyarakat juga berharap adanya
sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan nasabah dalam

menjaga kestabilan sistem perbankan syariah di Aceh.

Manajemen dalam konteks agama Islam memiliki peran yang sangat penting
dalam penyelesaian permasalahan, termasuk permasalahan di sektor keuangan
seperti perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Aceh. Dalam paragraf berikut,
kita akan membahas pentingnya manajemen menurut agama Islam dalam

penyelesaian permasalahan tersebut(Muzdalifa et al., 2018).

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa sistem perbankan syariah
didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan, keberlanjutan,
dan akuntabilitas dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, manajemen yang
berlandaskan agama Islam menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa bank
syariah di Aceh dan di seluruh Indonesia beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip agama Islam (Qanun Aceh 2011).

Salah satu aspek penting dalam manajemen menurut agama Islam adalah
transparansi. Islam mengajarkan pentingnya mengungkapkan semua informasi
secara jujur dan terbuka. Dalam konteks perbankan syariah, hal ini berarti bahwa
manajemen harus memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan bank dilakukan
dengan transparan dan tidak ada yang disembunyikan dari para pemegang saham
dan nasabah. Ini akan membangun kepercayaan dalam sistem perbankan syariah,
yang pada gilirannya akan meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan sektor

tersebut.

Selain itu, manajemen menurut agama Islam juga menekankan pentingnya
menghindari riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip
syariah. Bank syariah di Aceh perlu memastikan bahwa produk-produk dan layanan
yang mereka tawarkan mematuhi prinsip-prinsip ini. Manajemen yang baik akan

memastikan bahwa bank menghindari risiko-risiko yang dapat menyebabkan
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pelanggaran terhadap hukum Islam dan memastikan bahwa semua operasi bank

sesuai dengan panduan syariah.

Selain itu, manajemen menurut agama Islam juga mengajarkan pentingnya
menghormati hak-hak pekerja dan nasabah. Manajemen bank syariah di Aceh harus
memastikan bahwa pekerja mereka diperlakukan dengan adil, dan nasabah
mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Ini
akan menciptakan lingkungan yang positif dan menjaga reputasi bank(Pratiwi &

Hendry Cahyono, 2018).

Dalam penyelesaian permasalahan bank syariah di Aceh, manajemen menurut
agama Islam juga akan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan
pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang
ditetapkan oleh agama Islam, bank syariah dapat menjadi pilar penting dalam

pembangunan ekonomi Aceh yang berkelanjutan.

Sebagai kesimpulan, manajemen menurut agama Islam memiliki peran yang
sangat penting dalam penyelesaian permasalahan bank syariah di Aceh dan
Indonesia secara umum. Transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah,
penghargaan terhadap hak-hak pekerja dan nasabah, serta kontribusi positif
terhadap pertumbuhan ekonomi adalah beberapa aspek kunci dari manajemen yang
berlandaskan agama Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, bank syariah
dapat menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, berkelanjutan, dan
berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Aceh dan seluruh Indonesia (Vebriani,

2021).

Dengan demikian, permasalahan gangguan pelayanan BSI di Aceh
memberikan tekanan pada Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi dan
perbaikan terhadap sistem perbankan syariah di provinsi tersebut. Dalam hal ini,
penting bagi semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang

terbaik guna menjaga kepercayaan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi
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B. Rumusan Masalah

Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana strategi manajemen dalam sudut pandang

agama Islam dalam menyelesaikan permasalan di Bank Syariah

C. Kerangka Teori

Manajemen dalam konteks agama Islam merujuk pada pengelolaan dan pengaturan
sumber daya serta aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau
komunitas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Islam, manajemen tidak
hanya mencakup aspek-aspek praktis dalam mengatur urusan ekonomi, bisnis, atau
organisasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan etika yang ditetapkan oleh

ajaran [slam.

Berikut adalah beberapa konsep dan pengertian penting tentang manajemen dalam

agama Islam:

1. Kepemimpinan Beretika: Manajemen dalam Islam menekankan pentingnya
kepemimpinan yang beretika. Para pemimpin diharapkan untuk bertindak
dengan kejujuran, keadilan, dan integritas dalam mengambil keputusan dan

memimpin organisasi atau komunitas.

2. Transparansi dan Akuntabilitas: Islam mengajarkan pentingnya transparansi
dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan. Semua transaksi dan
aktivitas harus diungkapkan dengan jelas, dan orang-orang yang

bertanggung jawab harus akuntabel atas tindakan mereka.

3. Keadilan Ekonomi: Manajemen dalam Islam mengutamakan keadilan
dalam pembagian sumber daya dan kekayaan. Ini mencakup konsep zakat
(sumbangan wajib kepada yang membutuhkan) dan larangan riba (bunga)

dalam transaksi keuangan.
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4. Kepentingan Bersama (Maslahah): Manajemen dalam Islam juga
mempertimbangkan prinsip maslahah atau kepentingan bersama. Tindakan
manajerial harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat secara

keseluruhan dan harus mempromosikan kebaikan bersama.

5. Kepemilikan Sahih: Dalam Islam, kepemilikan yang sah adalah prasyarat
penting dalam manajemen. Ini berarti bahwa sumber daya dan harta benda

yang dikelola harus diperoleh secara sah dan tidak melanggar hukum Islam.

6. Etika dalam Bisnis: Islam mendorong bisnis yang etis dan menjauhkan dari
praktik-praktik yang tidak bermoral atau merugikan. Praktik-praktik yang

mencurigakan atau meragukan dalam bisnis harus dihindari.

7. Kepentingan Pekerja dan Karyawan: Manajemen dalam Islam juga
memperhatikan hak-hak pekerja dan karyawan. Mereka harus diberi hak
yang layak, seperti upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan

perlindungan hak-hak mereka.

Dengan demikian, manajemen dalam agama Islam bukan hanya sekadar
pengelolaan operasional, tetapi juga mencakup dimensi etis dan moral yang
mendalam. Ini adalah pandangan holistik tentang bagaimana sumber daya dan
aktivitas harus dikelola untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip
Islam, sambil memastikan keadilan, transparansi, dan kepentingan bersama

terpenuhi.
Berikut manajemen menurut agama islam dalam sektor keuangan di Alquran
QS. Al-Furgan: 67

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang

2

demikian.

(0S. Al Furgan: 67)
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Ayat ini menyoroti pentingnya cara kita mengatur keuangan dalam kerangka ciri-
ciri hamba Allah sebagai Ar-Rahmaan. Ar-Rahmaan adalah salah satu nama Allah
yang menggambarkan sifat-Nya sebagai Maha Penyayang dan Pemurah. Oleh
karena itu, Allah mengajarkan kita untuk mencerminkan sifat-sifat tersebut dalam

berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pengelolaan keuangan.(Pratiwi & Hendry
Cahyono, 2018)

1. Tidak Terlalu Pelit: Ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi pelit yang
berlebihan tidak sesuai dengan karakter seorang hamba Allah yang
mencerminkan sifat Ar-Rahmaan. Pelit yang berlebihan bisa menyebabkan
kita menahan diri untuk memberikan bantuan dan berbagi dengan mereka
yang membutuhkan. Sebaliknya, seorang hamba Allah yang mencerminkan
sifat-Nya akan bersedia memberi kepada orang lain dan memberikan zakat

(sumbangan wajib) sesuai dengan kemampuannya.

2. Tidak Terlalu Boros dan Berlebihan: Sebaliknya, berlebihan dalam
pengeluaran juga tidak sesuai dengan karakter seorang hamba Allah yang
mencerminkan sifat Ar-Rahmaan. Allah mengajarkan agar kita bijak dalam
menggunakan sumber daya yang Dia berikan kepada kita. Berlebihan dalam

pengeluaran bisa mengarah pada pemborosan dan menyia-nyiakan nikmat-

nikmat Allah.

Dalam Islam, ada konsep yang dikenal sebagai "wastar" atau keseimbangan dalam
pengeluaran. Artinya, kita harus menemukan keseimbangan antara memberi kepada
yang membutuhkan (kebaikan) dan menjaga keuangan kita agar tidak terlalu
berlebihan atau boros. Ini adalah tindakan yang mencerminkan pemahaman kita
tentang sifat-sifat Allah yang Ar-Rahmaan, yang juga menunjukkan kebijaksanaan

dalam mengelola sumber daya-Nya(Adina Astasia & Faeni, 2021).

Jadi, pengaturan keuangan yang bijak dan seimbang adalah salah satu cara di mana

kita dapat memperlihatkan diri sebagai hamba Allah yang mencerminkan sifat Ar-
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Rahmaan-Nya. Ini juga mencerminkan konsep penting dalam Islam tentang
"istigamah" atau kesetiaan dalam menjalankan perintah Allah, termasuk dalam
aspek pengelolaan keuangan kita. Dengan demikian, cara kita mengatur keuangan
bukan hanya masalah praktis, tetapi juga menjadi bagian dari cara kita menjalani
kehidupan sebagai hamba Allah yang mencintai dan memahami sifat-sifat-Nya

yang maha penyayang dan pemurah.
Al-Bagarah: 275

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa
vang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada
Allah...”

Gl L 1508 gy GS° Gl e (Al AR (oAl 4 5 L& ) 5 ¥ T30l 0T ol

%
°

ol) 85005 s e 4 (gl <435 a Aae ja ssla "Vl 5 il af sl ol (e
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Berikut adalah penjelasan tentang arti ayat ini:

1. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila: Ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang
terlibat dalam praktik riba mengalami gangguan mental dan moral yang
serius. Mereka tidak dapat berdiri tegak dalam pandangan Allah karena riba
adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Perbandingan dengan orang
yang kemasukan syaitan dan penyakit gila menggambarkan ketidakstabilan

dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh praktik riba.

2. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba: Ayat ini
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menggarisbawahi perbedaan antara jual beli yang sah dalam Islam dan riba.
Beberapa orang yang terlibat dalam riba mungkin mencoba membenarkan
tindakan mereka dengan mengatakan bahwa jual beli konvensional juga
mengandung unsur riba, tetapi Allah telah mengklarifikasi bahwa jual beli

yang dilakukan dengan cara yang halal tidak ada hubungannya dengan riba.

3. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu
terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)
kepada Allah: Ayat ini memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang
menyadari kesalahannya dan berhenti dari praktik riba setelah mendengar
larangan Allah, mereka diberi ampun dan apa yang telah mereka ambil
sebelumnya tidak dianggap dosa bagi mereka. Selanjutnya, mereka harus
mengembalikan urusan mereka kepada Allah dan bertekad untuk tidak

melanjutkan praktik riba.

4. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-
penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya: Ayat ini menggarisbawahi
hukuman bagi mereka yang kembali terlibat dalam praktik riba setelah
mengetahui larangan Allah. Mereka akan menjadi penghuni neraka dan

akan menghadapi hukuman yang kekal.

D. Metode

Metode yang digunakan adalah studi kasus dalam permasalahan Bank Syariah
Indonesia di Aceh yang mengalami gangguan dengan jangka waktu yang lama

sehingga dibutuhkan strategi manajemen penyelesaian

E. Pembahasan
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Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh berdasarkan
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat
keterbatasan dalam jumlah bank yang beroperasi di daerah tersebut. Hal ini terlihat
dari gangguan pelayanan yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai
satu-satunya bank syariah besar di Aceh. Namun, penting untuk
mempertimbangkan pandangan hukum dan regulasi terkait hal ini. Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menjadi dasar
pengaturan sistem perbankan syariah di Aceh. Sehingga, diperlukan evaluasi yang
komprehensif mengenai kompatibilitas pendirian bank konvensional dengan
prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Aceh. Selain itu, pemahaman
pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu dijadikan
pertimbangan. Keterlibatan otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh
agama dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih komprehensif
dan mendalam mengenai perlunya bank konvensional di Aceh(Syahputra &

Ningsih, 2020).

Penyelesaian masalah gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI)
di Aceh dengan pendekatan manajemen Islam dapat dilakukan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai Islam yang
mendorong keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan masyarakat. Berikut adalah

langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Kepemimpinan yang Adil: Pemerintah Aceh dan manajemen BSI perlu
memastikan bahwa kepemimpinan dalam menangani masalah ini adil dan
transparan. Kepentingan masyarakat Aceh harus diutamakan dalam

pengambilan keputusan.

2. Evaluasi Qanun LKS: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku di Aceh. Tujuannya adalah
untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang mungkin telah

berkontribusi pada gangguan pelayanan BSI. Selain itu, perlu memastikan
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bahwa regulasi tersebut mendukung alternatif transaksi yang dapat digunakan

dalam situasi darurat seperti ini.

. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain: Pemerintah Aceh dan BSI
dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain yang ada di
Aceh, jika ada, untuk memastikan bahwa nasabah BSI memiliki akses alternatif
untuk melakukan transaksi. Kerjasama semacam ini harus mematuhi prinsip-

prinsip syariah.

. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat Aceh perlu diberikan edukasi
tentang pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dan pemahaman tentang
sistem perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan

lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.

. Bantuan dan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan
kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak gangguan pelayanan
BSI. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman syariah atau
program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi

Islam.

. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Manajemen BSI harus bersikap
transparan terkait penyebab gangguan pelayanan dan langkah-langkah yang
diambil untuk memperbaikinya. Mereka juga harus bertanggungjawab atas

kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah.

. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah Aceh dapat merancang program
pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjadi nasabah BSI,
melalui pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal yang sesuai dengan

prinsip ekonomi syariah.

. Pengembangan Teknologi: BSI perlu berinvestasi dalam teknologi yang kuat dan
tahan gangguan agar dapat menghindari terulangnya masalah serupa di masa
depan. Ini termasuk sistem backup yang kuat dan perlindungan terhadap

serangan siber.
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9. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah: Dalam konteks ekonomi syariah,
penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada
prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang

mungkin timbul antara nasabah dan bank (Budiono, 2017).

Penyelesaian masalah gangguan pelayanan Bank Syariah Indonesia (BSI) di
Aceh dengan pendekatan manajemen Islam dapat dilakukan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan nilai-nilai Islam yang
mendorong keadilan, kesejahteraan, dan keberdayaan masyarakat. Berikut adalah

langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Kepemimpinan yang Adil: Pemerintah Aceh dan manajemen BSI perlu
memastikan bahwa kepemimpinan dalam menangani masalah ini adil dan
transparan. Kepentingan masyarakat Aceh harus diutamakan dalam

pengambilan keputusan.

2. Evaluasi Qanun LKS: Perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berlaku di Aceh. Tujuannya adalah
untuk menemukan kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang mungkin telah
berkontribusi pada gangguan pelayanan BSI. Selain itu, perlu memastikan
bahwa regulasi tersebut mendukung alternatif transaksi yang dapat digunakan

dalam situasi darurat seperti ini.

3. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah Lain: Pemerintah Aceh dan BSI
dapat menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain yang ada di
Aceh, jika ada, untuk memastikan bahwa nasabah BSI memiliki akses alternatif
untuk melakukan transaksi. Kerjasama semacam ini harus mematuhi prinsip-

prinsip syariah.

4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masyarakat Aceh perlu diberikan edukasi

tentang pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dan pemahaman tentang
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sistem perbankan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka akan

lebih siap menghadapi situasi serupa di masa depan.

5. Bantuan dan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat memberikan bantuan
kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang terdampak gangguan pelayanan
BSI. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pinjaman syariah atau
program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi

Islam.

6. Transparansi dan Pertanggungjawaban: Manajemen BSI harus bersikap
transparan terkait penyebab gangguan pelayanan dan langkah-langkah yang
diambil untuk memperbaikinya. Mereka juga harus bertanggungjawab atas

kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah.

7. Pemberdayaan Masyarakat: Pemerintah Aceh dapat merancang program
pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama yang menjadi nasabah BSI,
melalui pelatihan, pendampingan, atau bantuan modal yang sesuai dengan

prinsip ekonomi syariah.

8. Pengembangan Teknologi: BSI perlu berinvestasi dalam teknologi yang kuat dan
tahan gangguan agar dapat menghindari terulangnya masalah serupa di masa
depan. Ini termasuk sistem backup yang kuat dan perlindungan terhadap

serangan siber.

9. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Syariah: Dalam konteks ekonomi syariah,
penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis pada
prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menyelesaikan masalah yang

mungkin timbul antara nasabah dan bank (Ullumi, 2019).

Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh, yang didasarkan
pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,

terdapat tantangan signifikan yang terkait dengan jumlah bank yang beroperasi di
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daerah tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, gangguan
pelayanan yang baru-baru ini dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai
satu-satunya bank syariah besar di Aceh menunjukkan adanya keterbatasan dalam
infrastruktur perbankan syariah di wilayah ini. Tantangan ini secara langsung

memengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 menjadi dasar hukum dalam mengatur
sistem perbankan syariah di Aceh. Meskipun aturan ini menggambarkan komitmen
Aceh terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, masih ada beberapa aspek yang
perlu dievaluasi secara mendalam dalam menghadapi situasi seperti gangguan
pelayanan BSI. Salah satunya adalah kompatibilitas antara pendirian bank

konvensional dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku di Aceh.

Tantangan pertama adalah masalah kompatibilitas antara bank konvensional
dan prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi. Bank konvensional sering kali
beroperasi dengan bunga dan praktik keuangan yang tidak sesuai dengan hukum
syariah. Oleh karena itu, pertanyaan muncul apakah memungkinkan untuk
membiarkan bank konvensional beroperasi di Aceh tanpa mengorbankan prinsip-
prinsip syariah yang dianut oleh masyarakat. Ini menjadi dilema yang harus diatasi

dalam evaluasi.

Tantangan kedua adalah pemahaman pandangan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya dalam masalah ini. Masyarakat Aceh memiliki persepsi dan
harapan terhadap sistem perbankan syariah yang berbeda-beda. Ada yang merasa
bahwa bank syariah seperti BSI sangat penting dalam mendukung aktivitas
ekonomi mereka, sementara yang lain mungkin lebih skeptis terhadap keberadaan

bank konvensional di Aceh.

Tantangan ketiga adalah pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk
otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh agama dalam pengambilan
keputusan yang lebih komprehensif. Keputusan terkait keberadaan bank

konvensional di Aceh tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau bank-
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bank itu sendiri. Perlu ada dialog dan kolaborasi antara semua pihak terkait untuk

memahami implikasi ekonomi, sosial, dan agama dari keputusan ini (Muklir, 2022).

Dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, penting untuk menjaga
keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat
Aceh dan kebutuhan akan infrastruktur perbankan yang memadai. Salah satu solusi
mungkin adalah memungkinkan bank konvensional untuk beroperasi di Aceh
dengan syarat-syarat tertentu yang memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-
prinsip syariah atau menyediakan alternatif transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai

Islam.

Dalam hal ini, peran otoritas keuangan dan ulama dalam memberikan
panduan dan fatwa yang sesuai akan sangat penting. Selain itu, upaya pendidikan
dan sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan
pentingnya diversifikasi transaksi keuangan dapat membantu mengurangi

ketidakpastian dan kekhawatiran yang mungkin timbul.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan kolaboratif serta dengan
mempertimbangkan pandangan hukum, regulasi, dan masyarakat, Aceh dapat
menemukan jalan keluar yang tepat untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan
keterbatasan infrastruktur perbankan syariah dan memastikan keberlanjutan

ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya(Naim et al., 2019).

. Penutup

Kesimpulan:

Dalam konteks penerapan sistem perbankan syariah di Aceh berdasarkan Qanun
Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, terdapat
tantangan signifikan yang berkaitan dengan keterbatasan jumlah bank syariah yang
beroperasi di daerah tersebut. Gangguan pelayanan yang baru-baru ini dialami oleh
Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai satu-satunya bank syariah besar di Aceh

menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi situasi ini. Evaluasi
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tersebut harus mencakup kompatibilitas antara bank konvensional dan prinsip-
prinsip syariah, pemahaman pandangan masyarakat dan pemangku kepentingan,

serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan.

Saran:

1. Evaluasi Komprehensif: Pemerintah Aceh harus segera melakukan evaluasi
komprehensif terhadap Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah. Evaluasi ini harus mencakup aspek-aspek seperti
kompatibilitas antara bank konvensional dan prinsip-prinsip syariah, serta

dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Aceh.

2. Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan: Pemerintah Aceh harus
mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang beragam,
termasuk otoritas keuangan, akademisi, masyarakat, dan tokoh agama.
Keterlibatan semua pihak ini penting dalam mengambil keputusan yang lebih

komprehensif dan berkelanjutan.

3. Kerjasama dengan Bank Konvensional: Jika memungkinkan, pemerintah Aceh
dapat menjalin kerjasama dengan bank konvensional yang beroperasi di daerah
ini. Namun, kerjasama tersebut harus mempertimbangkan agar bank-bank ini
mematuhi prinsip-prinsip syariah atau menyediakan alternatif transaksi yang

sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Pendidikan dan Sosialisasi: Upaya pendidikan dan sosialisasi harus dilakukan
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang
prinsip-prinsip ekonomi syariah dan pentingnya diversifikasi transaksi
keuangan. Hal ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan

kekhawatiran yang mungkin timbul.

5. Pemantauan dan Pelaporan: Pemerintah Aceh harus memastikan bahwa bank

syariah, termasuk BSI, mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah dan
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memiliki sistem yang kuat untuk mengatasi gangguan pelayanan. Pemantauan
yang ketat dan pelaporan transparan akan menjadi kunci dalam menjaga

kepercayaan masyarakat.

Fatwa dan Panduan: Otoritas keuangan dan ulama harus bekerjasama untuk
memberikan panduan yang sesuai dan fatwa yang memahami konteks lokal

terkait dengan operasi bank syariah dan bank konvensional di Aceh.

Bantuan dan Dukungan Pemulihan Ekonomi: Pemerintah Aceh dapat
memberikan bantuan dan dukungan kepada pelaku usaha kecil dan menengah
yang terdampak gangguan pelayanan BSI, dengan cara memberikan pinjaman
syariah atau program-program pemulihan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip

ekonomi Islam.
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